BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disabilitas diartikan sebagai gangguan dalam diri individu yang membatasi
kemampuan untuk dapat melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, ada dua bentuk
kecacatan, yaitu: cacat fisik (individu dengan masalah kesehatan mental) dan cacat
intelektual (Cavanagh, 2017). Sekitar 15 persen atau lebih dari satu miliar orang di
dunia memiliki beberapa bentuk cacat fisik (WHO, 2011). Indonesia memiliki
jumlah sekitar 21,84 juta orang atau 8,56% penduduk penyandang disabilitas
(Tempo.co, 2019). Diamanatkan dalam Pasal 67 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan bahwa: (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja
penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan
derajat kecacatannya. Pemberian fasilitas terhadap penyandang disabilitas penting
dalam kaitannya untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh
rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan menjalankan amanat sila kelima yang
berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia™ Istilah keadilan berasal
dari kata adil, yang memiliki arti memperlakukan dan memberikan apa yang telah
menjadi haknya, baik dalam diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan.
Adil terhadap sesama manusia adalah memberikan perlakuan yang sama kepada
seluruh warga tanpa membedakan berbagai faktor misalnya suku, ras, agama dan
pekerjaan. Undang-undang Pasal 2 Nomor 11 tahun 2009 juga menjelaskan yang
dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus
menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara
hak dan kewajiban.

Individu dengan penyandang disabilitas masih memiliki rata-rata tingkat
keamanan kerja, pekerjaan dan pendapatan yang lebih rendah daripada orang-orang
tanpa disabilitas (konrad, 2013). Beberapa karyawan penyandang disabilitas juga
dapat mengatasi dan menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan kerja, kesehatan
fisik, mental atau intelektual (Olkin, 2006) dan dari hasil mereka merasa percaya
diri dapat menampilkan kinerja pekerjaan setinggi individu tanpa disabilitas

(Nhung dan Anh, 2013). Saat ini juga sebagian dari karyawan penyandang
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disabilitas dianggap sebagai sumber daya manusia yang belum termanfaatkan
dengan baik untuk organisasi perusahaan (Lengnick-Hall, 2008, hal. 256). Erickson
(2014) menyelidiki bahwa organisasi dengan karyawan penyandang disabilitas
dapat merasa aman, adil dan terlibat dalam peran pekerjaan mereka dan merasa
berkembang melalui motivasi dan perilaku karyawan penyandang disabilitas.
Sedangkan Fujimoto (2014) berpendapat bahwa kebijakan praktik SDM belum
memajukan keterlibatan pekerja dengan disabilitas di tempat kerja. Meacham
(2017) menemukan bahwa praktik SDM dapat mendukung karyawan penyandang
disabilitas dengan cara menanamkan iklim sosial, praktik SDM juga dapat
berdampak positif pada kesejahteraan dan kinerja karyawan penyandang disabilitas
melalui penciptaan lingkungan di tempat kerja yang mendukung, sehingga
keterlibatan kerja dapat didefinisikan sebagai keadaan pikiran yang positif,
memuaskan terkait dengan pekerjaan (Schaufeli, 2002).

Karyawan penyandang disabilitas telah mulai melihat keadaan motivasi afektif
atau keterlibatan kerja organisasi, praktik manajemen juga disebut suatu cara
rehabilitasi yang efektif untuk karyawan penyandang disabilitas yang dapat
menumbuhkan komitmen afektif mereka terhadap pekerjaan (Baumgartner, 2014),
oleh karenanya hubungan antara SDM dan hasil dengan pekerjaan dari karyawan
penyandang disabilitas juga memperhatikan motivasi untuk berpartisipasi dalam
peran kerja (Meacham, 2017). Halbesleben (2013) menemukan tiga sampel orang
dewasa yang bekerja dengan disabilitas intelektual. Penelitian tersebut juga
menemukan pengaruh faktor-faktor organisasi khususnya SDM pada keterlibatan
kerja karyawan dengan disabilitas akan memberikan lebih banyak wawasan.

Penelitian ini berupaya menganalisa peran praktik SDM disabilitas sebagai
penggerak organisasi untuk keterlibatan kerja karyawan penyandang disabilitas
melalui mekanisme mediasi. Oleh karena itu mengacu pada model Job Demand
Resources (JD-R) dari Bakker dan Demerouti (2007) yang berkaitan juga dengan
kesepakatan khusus (i-deals) untuk menjelaskan peran praktik SDM menyediakan
permintaan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas dan melakukan
penawaran terhadap organisasi perusahaan. Selain itu supaya stigma yang melekat
pada kecacatan dan persepsi yang negatif tentang orang-orang penyandang

disabilitas tidak menjadi penghalang bagi keterlibatan kerja mereka (Hashim dan
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Wok, 2014; Hemphill dan Kulik, 2016). Praktik SDM disabilitas dapat membantu
menghilangkan stigma ini yang merupakan bagian dari diri tentang keterikatan
mereka pada organisasi (Tajfel, 1974) dan meningkatkan harga diri mereka (Chen,
2015). Sebaliknya diskriminasi di tempat kerja dapat melepaskan karyawan
penyandang disabilitas dari tempat kerja (Pass, 2018).

Praktik SDM disabilitas yang memberikan perlakuan tidak berprasangka buruk
dalam pengembangan karyawan penyandang disabilitas (Boehm dan Dwertmann,
2014) dapat menumbuhkan persepsi ke dalam karyawan bahwa organisasi itu adil
dan peduli terhadap mereka yang kemudian dapat membuat mereka terlibat dalam
peran pekerjaan, karena praktik SDM disabilitas dapat mengidentifikasi diri
karyawan dengan organisasi yang terlibat dalam pekerjaan, identifikasi organisasi
juga dapat berfungsi sebagai mediator hubungan antara praktik SDM disabilitas dan
keterlibatan kerja karyawan berdasarkan teori identitas sosial (Ashforth dan Mael,
1987; Tajfel, 1974). Dalam penelitian ini identifikasi mengacu pada persepsi
kognitif individu tentang kesatuan dengan organisasi (Ashforth dan Mael, 1989).
Selanjutnya penelitian SDM membuat hubungan antara praktik SDM dan hasil
karyawan (Zhong, 2015) bahwa kepemimpinan moral dapat berinteraksi dengan
SDM disabilitas untuk memperkuat identifikasi organisasi karyawan penyandang
disabilitas dan bahwa kesepakatan khusus (i-deals) dapat berinteraksi untuk
meningkatkan keterlibatan kerja mereka, dengan karakter moral yang unggul dan
integritas (Cheng dan Wang, 2015). Para pemimpin dapat memberi pesan moral
yang konsisten dalam kepedulian terhadap karyawan penyandang disabilitas dan
dengan demikian memperkuat efek praktik SDM disabilitas pada karyawan. Selain
itu ketika karyawan penyandang disabilitas dapat menegosiasikan kesepakatan
khusus yang disebut sebagai pengaturan setiap individu karyawan dengan
pemimpin untuk fleksibilitas kerja (Rosen, 2011) mereka dapat bekerja lebih efektif
dalam suatu peran kerja, jadwal kerja atau lokasi kerja lebih sesuai untuk kondisi
kesehatan fisik atau mental karyawan. Dengan kata lain diberikan penawaran kerja
melalui kesepakatan khusus (i-deals), karyawan penyandang disabilitas lebih
mengekspresikan identitas diri mereka dalam keterlibatan kerja.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang keterlibatan

kerja karyawan penyandang disabilitas yang ada di Kota Gresik, yang kemudian
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penulis menemukan fakta bahwa terdapat salah satu perusahaan di Kota Gresik
yang dimana perusahaan tersebut memperkerjakan karyawan penyandang
disabilitas. UKM Al Misykah Convection Centre adalah sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang konveksi. Walau UKM Al Misykah Convection Centre adalah
perusahaan dalam skala kecil-menengah yang memperkerjakan penyandang
disabilitas, dengan adanya perusahaan ini diharapkan dapat berperan dalam
mengurangi dampak sosial bahwa penyandang disabilitas tidak lagi dipandang
sebelah mata.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul
“ANALISIS KETERLIBATAN KARYAWAN DISABILITAS DALAM
PRAKTIK SDM MENGGUNAKAN MEKANISME MEDIASI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah:

1. Apakah disabel inklusif berhubungan langsung dengan keterlibatan kerja
karyawan?

2. Apakah kepemimpinan moral memediasi hubungan langsung antara disabel
inklusif dan keterlibatan kerja karyawan?

3. Apakah kesepakatan khusus (i-deals) memediasi hubungan langsung antara
1dentifikasi organisasi dan keterlibatan kerja karyawan?

4. Apakah identifikasi organisasi memediasi hubungan langsung antara

disabel inklusif dan keterlibatan kerja karyawan?

1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu karyawan yang memiliki

keterbatasan fisik di Al-Misykah kota Gresik
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa hubungan langsung antara disabel inklusif dengan

keterlibatan kerja karyawan.



Untuk menganalisa kepemimpinan moral memediasi hubungan langsung
antara disabel inklusif dan keterlibatan kerja karyawan.

Untuk menganalisa kesepakatan khusus (i-deals) memediasi hubungan
langsung antara identifikasi organisasi dan keterlibatan kerja karyawan.
Untuk menganalisa identifikasi organisasi memediasi hubungan langsung

antara disabel inklusif dan keterlibatan kerja karyawan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.

Manfaat akademis
Diharapkan dapat memperkaya referensi tentang peran praktik SDM
inklusif disabilitas melalui mekanisme, mediasi serta sebagai bahan

informasi bagi akademisi lainnya.

. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti
selanjutnya dan memberi kontribusi untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan, khususnya manajemen sumber daya manusia.

. Bagi pihak lain

Pertama, penelitian ini dapat menjawab tentang keterlibatan kerja karyawan
dengan disabilitas meskipun keterlibatan kerja adalah keadaan psikologis
yang terkait dengan pekerjaan (Schaufeli, 2002) yang perlu dikembangkan
oleh karyawan ini di luar konteks disabilitas. Ini adalah keadaan psikologis
yang berhubungan dengan pekerjaan yang mengarahkan kinerja mereka
(Hasbesleben, 2013).

Kedua, penelitian ini menanggapi tempat teoritis yang berbeda untuk
hubungan antara SDM dan keterlibatan kerja (Shantz, 2016) dengan
menerapkan model keterlibatan kerja Job Demand Resources (JD-R)
(Bakker dan Demerouti, 2007). memperluas teori identitas sosial dengan
memberikan bukti untuk identifikasi organisasi sebagai mediator untuk
hubungan antara praktik SDM inklusif disabilitas dan keterlibatan kerja
karyawan dengan disabilitas.

Ketiga, menyelidiki kepemimpinan moral sebagai kondisi batas hubungan

antara praktik SDM inklusif disabilitas dan identifikasi organisasi.



